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ABSTRAK

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum.
Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut, seandainya mereka dapat menerima
putusan yang dijatuhkan dapat mengesampingkan hak itu tetapi apabila keberatan atas putusan yang
diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Berbarengan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa
dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu menimbulkan “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk
menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 Hak Memperoleh Keadilan “Setiap orang, tanpa diskriminasi,
berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik
dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan
tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin memperoleh putusan yang adil dan benar”.
Bagaimana pengaturan pembatasan kasasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ? , Bagaimana
pembatasan kasasi tindak pidana ringan dalam perspektif HAM ?. Jenis peneliian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normative (Normative legal research). Fungsi pengadilan kasasi
scharusnya dikembalikan pada khitahnya, yaitu untuk menjaga kesatuan hukum. Bila pengadilan kasasi
terus menerus berusaha menjalankan fungsi yang tak berbeda dengan pengadilan banding atas dalih
keadilan individu, maka justru keadilan bagi orang banyak telah dilanggar. Pembatasan perkara dengan
demikian menjadi suatu keharusan bila kita menginginkan kembalinya kewibawaan pengadilan.

(kata kunci : kasasi, tindak pidana ringan, hak asasi manusia)

ABSTRACK

The efforts of casssation is a right given to the defendant or prosecutor. Depending on them to
apply those rights, if they can accept the verdict being dropped can override that right but if objected to
decision taken, can use the right to file a request to the supreme court of Cassation. In unison with the right
to appeal for pardon and given laws to the accused and the public prosecutor, by itself it liability for court
officials to accept the appeal for pardon, there is no reason to reject. In the legislation the number thirty-
nine year nineteen hundred ninety-nine on human rights article seventeen rights justice “Everyone,
without any discrimination, has the right to obtain justice by filling a petition, complaint, and a lawsuit,
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whether in criminal, civil, or administrative as well as judged through judicial process that is free and
impartial, in accordance with the law that guarantees a fair verdict and acquire the right”. How to setting
restrictions on cassation in the criminal justice system in indonesia ?, How the restriction of cassation
criminal offence within a human rights perspective ?. The type of research used in this study are normative
legal research (Normative legal research). The function of the court of cassation should be returned at
khitahnya, that is to maintain the unity of the law. When the court of cassation is constantly trying to run a
function that is not unlike the court of appeal upon the pretext of, then precisely justice for many people
has been infringed. Limitation of the matter thus becomes a must if we want the return of the authority of
the court.

(keywords : cassation, criminal acts, human rights)
PENDAHULUAN

Konsep dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara yang
berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan
syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan
itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.
Peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar
warga negara, maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil.
Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka serta
pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal
tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar
hukum, yakni keadilan, kemanusiaan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum tidak

boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat.!

Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan
tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hokum dalam arti
sesungguhnya. Bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu
konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat
satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Negara tidak ikut campur tangan secara banyak terhadap urusan
dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil
berkembang menjadi negara hukum materil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki
keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negara dengan dasar bahwa
pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan
mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.?

Tujuan utama dalam suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan
hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan hakim belum
tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan
dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu
dapat diperbaiki, maka demi tegaknya keadilan terhadap putusan hakim itu dimungkinkan
untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu
adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut

umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau

2
! {f3ny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya, 2005, him.1.
2 Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Prenada Media
Grup, Jakarta, 2009, hlm. 19.
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kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam KUHAP, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan

upaya hukum luar biasa.3

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia, sebenarnya
yang mempunyai tujuan adalah manusia dan hukum hanya sebagai alat manusia untuk
mencapai tujuan, namun karena manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan maka dikatakan
tujuan hukum. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati
sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi
dengan unsur memaksa dengan demikian hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa
setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas
(berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya. Proses apapun mengenai
tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan undang-undang tidak
menjelaskan tetapi undang-undang menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Ukuran
yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum
ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan paling lama 3 bulan penjara atau
kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap

tindak pidana ringan.!

Putusan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara
khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa, juga putusan tersebut tidak
dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan
dengan acara singkat. Putusan dalam perkara tindak pidana ringan cukup berupa bentuk
“catatan”, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk “catatan dalam daftar catatan perkara”.
Mengenai sifat putusan dalam acara ini, disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3) yang menegaskan
antara lain “ Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir”.
Pengadilan Negeri dalam memutus perkara dengan acara tindak pidana ringan sekaligus
bertindak sebagai peradilan instasi pertama dan tingkat banding, karena itu putusan tersebut
tidak dapat diajukan permintaan banding. Kebenaran putusan tersebut tidak dapat diuji oleh
peradilan tingkat banding, jika terdakwa keberatan atas putusan maka upaya hukum yang dapat
ditempuh mengajukan permintaan kasasi sesuai dengan ketentuaa Pasal 244, sebab sesuai
dengan ketentuan ini terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan pemeriksaan kasasi.?

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara dan pengadilan Negara tertinggi,
idealnya juga hanya mengadili perkara yang sangat fundamental, bentuk tindak pidana yang
berat serta mempunyai nilai objek perkara yang tinggi. Persoalannya untuk menentukan standart
perkara yang fundamental indikatornya sangat sulit dan relatif, apalagi menyangkut harga diri.
Peraturan perundang-undangan telah berusaha memberikan mengatur pembatasan upaya
hukum baik formil maupun substansial, namun pada akhirnya terbentur pada hak asasi setiap
pencari keadilan dalam upaya memperoleh keadilan. Adapun pengaturan pembatasan upaya
hukum sebagaimana diatur menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 45A

8
*Ehhya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 422.
*Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
him.422. )
* Romli Atmasasmita, Sistem peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, him 2.
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“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk
diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya” .6

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu
pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, istilah HAM menggantikan istilah Natural
Rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu
kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu
kebutuhan dari realitas social yang bersifat universal, dalam perkembangannya telah mengalami
perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek social di
lingkungan kehida)an masyarakat luas. Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem
peradilan pidana (criminal justice system) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan
yang mendayagunakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil kiranya tidak akan
memperoleh gamabaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh, hak dan
kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, tata cara

mengajukan keberatan sampai perlu dengan kerjasama.

33

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 Hak
Memperoleh Keadilan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan
dengan mengajukan permohonan, pagaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata,
maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,
sesuai dengan hukum acara yang menjamin memperoleh putusan yang adil dan benar”.7 Dalam
rangka menegakkan butir-butir hak asasi manusia tersebut, telah diatur pula kewajiban orang
lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab Negara atas tegaknya hak
asasi manusia, khususnya memperoleh keadilan, diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu esensi pokok tugas
penegakan hukum adalah tegaknya hukum dan keadilan, maka keadilan itu memiliki sesuatu
nilai dan rasa yang bersifat realatif dan apa yang adil bagi seseorang atau suatu kelompok belum
tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini membahas tentang pembatasan kasasi dalam
dak pidana ringan.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pembatasan Kasasi dalam Peradilan Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Pembatasan Kasasi dalam Tindak Pidana Ringan Perspektif HAM ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
(normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Ada
3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (casse
approach) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UUD 1945 dan
Undang-Undang terkait, dengan isu hukum yang diteliti, yaitu terkait pembataggn kasasi dalam
tindak pidana ringan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai kasasi, tindak pidana ringan, hak

6 Yahya Hgghhap, Op.Cit., hlm. 537.
7 Muladi, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2005, him. 99.
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asasi manusia, yang menjadi fondasi dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu
hukum yang diteliti. Serta pendekatan kasus agar sedapat mungkin mengetahui dan memahami

fakta materil yang berada dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pengaturan Pembatasan Kasasi dalam Peradilan Pidana Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang
dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Suatu
tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak
kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan
lainnya. Luasnya dimensi penyebab kejahatan dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu
kejahatan telah membawa para ahli hukum pidana untuk mencoba menjawab permasalahan
mengenai penanggulangan kejahatan tersebut dengan memformulasikan suatu rekayasa sosial
dalam bentuk sisterm peradilan pidana, yang secara umum memiliki tujuan untuk menindak
pelaku kejahatan sekaligus memperbaiki si pelaku tindak pidana dan mencegah agar suatu

kejahatan tidak lagi terjadi di masyarakat.?

Tujuan awalnya, KUHAP menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek dimana
dalam setiap pemeriksaan tersangka/terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai
manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Namun praktiknya, sering kali
tersangka terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya
secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Hak atas kedudukan yang setara di
hadapan hukum (equality before the law), hak ini memiliki arti bahwa setiap orang harus
diperlakukan sama tanpa memerhatikan jenis kelamin, ras, status finansial, baik dalam rangkaian
proses peradilan maupun di dalam penerapan hukumnya. Hak ini harus dipenuhi baik terhadap
orang yang melakukan pelanggaran ringan, ataupun kejahatan serius sekalipun. Selain itu,
kesetaraan juga berarti bahwa setiap orang harus memiliki akses yang setara dan sama kepada
pengadilan, dalam artian untuk memperoleh pemulihan atau menuntut pertanggungjawaban.
Prinsip kesetaraan ini harus dijamin sepanjang tahap sebelum persidangan dan selama
persidangan.?

2
KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa
erupakan Bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Upaya hukum biasa yang terbagi atas :
a. Banding;
b. Kasasi.
2. Upaya hukum luar biasa yang terbagi atas :
a. Kasasi demi kepentingan hukum;
b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

Perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah terletak pada

§ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia,
PT RajaGffindo Persada, Jakarta, 2017, hal.1.
? P.AF Lamintang dan Theo Lamintang, Pemabahasan KUHAP Menurut Hmu Pengetaluan Hukum
Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hIm.497.
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a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar bifa diajukan
terhadap putusan pengadilan yang telaah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau
syaral-syarat tertentu, dalam hal upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan
apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu;

c. Upaya hukum biasa tidak selamanya diajukan ke Mahkamah Agung, sedangkan
upaya hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus
oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang dimintakan terhadap putusan
pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri dari dua
bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan pemeriksaan kasasi. Kasasi adalah
salah satu upaya dalam rangkaian penegakan hukum yang bertujuaan untuk memperoleh
kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang hidup di tengah masyarakat.
Kasasi yang berarti pembatalan itu hanyz-gmda Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara
Tertinggi. Kasasi hanya dilakukan apabila sudah tidak ada upaya hukum lain yang masih dapat
ditempuh. Pembatalan itu dilakukan terhadap putusan pengadilan penilai fakta yang dinali
tidak sesuai dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk
tercapainya keadilan dan kebenaran serta kesatuan dan kesamaan penerapan hukum di seluruh
wilayah negara. Untuk mewujudkannya, apabila perlu Mahkamah Agung dengan putusan

kasasinya dapat menciptakan hukum.1?

Apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon,
maka Mahkamah Agung akan segera memeriksa permohonan kasasi yang diajukan. Pemeriksaan
didasarkan pada nomor urut permohonan kasasi yang ada pada Mahkamah Agung. Permohonan
yang mempunyai nomor urut lebih awal, maka akan diperiksa lebih dulu daripada yang
bernomor urut belakangan. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh
3 (tiga) orang hakim berdasar berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan lain selain
Mahkamah Agung, seperti yang diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP. Selain didasarkan pada
berkas perkara, pemeriksaan juga didasarkan pada memori kasasi yang berisi alasan-alasan
permohonan kasasi oleh pemohon, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah
Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh
pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang
diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui
tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan
putusan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh
Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri
didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan
putusan, sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tidak mengacu pada memori
kasasi yang diajukan, melainkan pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera
Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan

kasasi.ll

10 @3fi Fahmi, Sistem Pidana di Indonesia, Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, him. 35.
11 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009,
hlm. 100.
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Pengadilan tingkat pertama pada hakikatnya adalah pengadilan yang bertugas memeriksa
fakta-fakta dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan kemudian menetapkan apa hukumnya
yang berlaku terhadap fakta-fakta demikian. Oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama
dikatakan sebagai judex facti, sedangkan pengadiln tingkat banding pada hakikatnya bertugas
menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam memeriksa fakta-
fakta yang diajukan kepadanya dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan juga apakah telah
benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta dalam peristiwa kongkret
tersebut.

Beberapa waktu terakhir isu pembatasan perkara kasasi kembali menjadi perbincangan
hangat. Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama berpikir
pentingnya pembatasan perkara kasasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur
pembatasan upaya kasasi baik formil maupun substansial. Tampaknya pembatasan kasasi
menyerah kepada soal praktis ketidakmampuan kerja keras menyelesaikan banyaknya perkara
yang menumpuk di Mahkamah Agung. Keadaan inilah yang dijadilul alasan pentingnya
pembatasan perkara kasasi sebagaimana dengan adanya hukum positif yakni Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.’?
Di dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa perkara

yang dikecualikan untuk kasasi, yakni putusan tentang praperadilan, perkara pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda, dan
perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang objeknya gugatannya berupa keputusan pejabat daerah
yang jangkauan keputusannya berlaku di whyah daerah yang bersangkutan. Ditentukan pula
bahwa permohonan kasasi terhadap perkara yang dikecualikan itu atau permohonan kasasi yang
tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua
pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
Bahkan dengan tagas telah diatur pada ayat (3) bahwa penetapan ketua pengadilan itu tidak
dapat diajukan upaya hukum. Pada intinya, untuk semua perkara tersebut menjadi tertutup total
untuk upaya kasasi. Hal ini menjadi soal serius terutama untuk hukuman penjara satu tahun
karena menyangkut nasib hidup orang, walaupun itu bisa dipahami untuk perkara lainnya.!®

Pembatasan kasasi ini menjadi kendala bagi masyarakal yang mencari keadilan. Karena
dalam prakteknya masih ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus atas
dasar KUHP Pasal 335 Ayat (1) ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini menarik
karena Mahkamah Agung masih ada mengeluarkan putusan kasasi yang dipidana banding
“vonis hukuman dibawah satu tahun. Jadi dalam prakteknya Mahkamah Agung sendiri masih
tidak membatasi dirinya untuk tidak menerima perkara kasasi sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang—Uadang No.5 Tahun 2004.

i

Peraturan perundang-undangan telah berusaha memberikan mengatur pembatasan upaya
hukum baik formil maupun substansial, namun pada akhirnya terbentur pada hak asasi setiap

PLeden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar
Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 57.
13 Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 78.
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pencari keadilan dalam upaya memperoleh keadilan.’* Adapun pengaturan pembatasan upaya
hukum antara lain sabagaimana diatur menurut ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A :

1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi
syara untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini
dibatasi pengajuannya;

2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Putusan tentang Praperadilan;

b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau diancam pidana denda;

¢. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat
daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang
bersangkutan.

3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau
permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formil, dinyatakan tidak
dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas
perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
diajukan upaya hukum;

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 23 :

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada

Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang

menentukan lain.

Pasal 26 :

6) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada
pengadilan tinggi oleh pihak-pihak bersangkutan, kecuali Undang-Undang lain.

7) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari
dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan
banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP pada bagian kedua, Bab
XVII' Pasal 244 sampai dengan Pasal 258. Menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 244 :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh

pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut

umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah

Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 246 :

2
4 Ni Nengah Adiyaryani, 2010, Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap
Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, FH UNDIP Semarang, Tesis Magister
[lmu Hukum, h. 111.
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1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah
lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang

bersangkutan menerima putusan.

Pasal 247 :

1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung,
permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut,

permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
Pasal 248 :

1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan
permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan
permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang
untuk itu memberikan surat tanda terima.

Sebaiknya tidak ada pembatasan pengajuan kasasi dimana tujuannya jelas untuk
memastikan apakah setiap perkara telah diputus dengan benar diputuskan dalam kesatuan
supremasi kepastian hukum, karena bagaimana pun juga, putusan kasasi oleh MA selaku judex
juris akan berimplikasi praktis menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi yang
mengakibatkan putusan itu dapat berlaku umum (erga omnes). Dengan begitu, tidak ada Hakim
yang akan sebegitu mudah memutuskan saja perkara yang sedang ditanganinya dan setiap
perkara senantiasa bernilai kebenaran keadilan yang berkepastian. Upaya kasasi adalah wujud
dari pertanggungjawaban peradapan menusia agar kebenaran dan keadilan dapat terwujud
karena pertaruhannya adalah nilai luhur harkat dan mertabat manusia yang bisa saja akibat
putusan itu jadi mengubah nasib dan rejeki hidup terdakwa dikemudian hari.1s

Penerapan Undang-undang pembatasan Kkasasi ini belum dilaksanakan secara
kensekwen. Mahkamah Agung sendiri tidak membatasi dirinya untuk tidak menerima perkara
kasasi pidana yang diancam dengan pidana penjara pﬂng lama 1 (satu) tahun dan atau
diancam pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004
Tentang Mahkamah Agung. Hal ini karena masih banyak perkara pidana hukuman maksimal
satu tahun diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara kasasi. Hal ini
disamping membingungkan para pencari keadilan juga memberi gambaran negatif, seoalah-olah
Mahkamah Agung melakukan tebang pilih kasus. Pijakan Mahkamah Agung dalam memutus
perkara telah bergeser dari masalah judex jurist ke masalah judex factic. Mahkamah Agung lebih
memilih untuk memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual
dibandingkan dengan men'aga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan
kepastian dan keadilan bagi orang banyak. Hal tersebut menimbulkan mentalitas apabila
seseorang kalah di pengadilan negeri, maka ia akan mengajukan banding, kasasi, bahkan sampai
Peninjauan Kembali (PK). Hal inilah yang menyebabkan membanjirnya perkara yang kini

menjadi masalah institusional utama di Mahkamah Agung,.

15 Pini Alvionita, 2016, Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, FH Universitas
Tadulako Sulawesi Tengah, Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 4, No. 8, h. 14.
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KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa
merupakan Bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Upaya hukum biasa yang terbagi atas :

a. Perlawanan/verzet, yaitu perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan
diluar hadirnya terdakwa (verstek) atau perlawanan Jaksa Penuntut Umum
atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan Jaksa

wntut Umum dan dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim
semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 214 ayat (6) KUHAP).

b. Banding (hoger beroep) berdasarkan Pasal 67 KUHAP adam hak dari
terdakwa atapun Jaksa Penuntut Umum meminta pemeriksaan ulang kepada
pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atass putusan pengadilan
sebelumnya.

¢. Kasasi (cassatie) yaitu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa
Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan
pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana pada pengdilan tingkat
bawahnya

2. Upaya hukum luar biasa (Buitengewone Rechtsmiddelen) dalam hal ini dilaman
terhadap putusan pengdilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang terdiri atas :

a. Kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in het belang van het recht) yaitu
salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan
yang telah memperoleh hukum tetap dari putusan pengadilan selain dari
putusan Mahkamah Agung.

b. Peninjauan kgppbali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah terletak pada

a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa
diajukan terhadap putusan pengadilan yang telaah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

b. Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau
syarat-syarat tertentu, dalam hal upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan
apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu;

Upaya hukum biasa tidak selamanya diajukan ke Mahkamah Agung, sedangkan upaya
hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah
Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Pembatasan Kasasi dalam Tindak Pidana Ringan Perspektif HAM

Salah satu asas negara hukum adalah asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan
asas peradilan yang adil dan tidak memihak (Fair Trial). Asas negara hukum ini dianut dan
dikembangkan untuk melindungi dari ancaman atau pelanggaran dari penguasa. Deklarasi
Universal HAM PBB menekankan tentang pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan
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merdeka dengan harapan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang objektif atas
kasus-kasus sengketa hak yang di hadapkan kepadanya. Prinsip-prinsip pelaksanaan fair trial
(peradilan yang adil dan tidak memihak) terdapat dalam Pasal 9-15 Konvenan Hak Sipil dan
Politik. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak sebagai norma dalam hukum dan Hak
Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan
sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan lainnya dalam proses

sistem peradilan.

Pasal 268 D UUD RI 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil bagi setiap
warga negara. Namun pada faktanya, hak atas kepastian hukum yang adil ini sering kali
tercederai oleh sistem peradilan. Kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada
praadjudikasi dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang tidak adil sehingga terlanggarnya
hak asasi manusia. Hal ini senada dengan pendapat dari Mardjono Reksodiputro yang
mengatakan tehap praadjudikasi adalah pintu gerbang sistem peradilan pidana sehingga
kesewenang-wenangan yang terjadi dari tahap praadjudikasi ini akan berakibat putusan
pengadilan yang keliru. Yahya Harahap mengatakan bahwa kelambatan dan kekeliruan oleh
suatu instansi akan mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
penegakan hukum.

Putusan pengadilan didefinisikan oleh Pasal 1 butir 11 KUHAP sebagai pernyataan
Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan,
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam membuat putusan pengadilan, hakim
dapat saja melakukan kesalahan atau kekeliruan yang dapat mencederai hak asasi manusia,
seperti hak setiap orang untuk mendapat hak atas peradilan yang adil dan jujur yang dijamin
pada Pasal 26D UUD RI 1945. Untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan dalam putusan
pengadilan, setiap orang dapat mengajukan upaya hukum demi tegaknya hukum, kebenaran
serta keadilan. Upaya hukum merupakan hak bagi terpidana atau penuntut umum untuk

menerima atau menolak putusan pengadilan.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, masalah Hak Asasi Manusia menjadi perdebatan
seru. Sebagian anggota panitia persiapan kemerdekaan berkeinginan agar masalah tersebut
diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Sementara itu sebagian lainnya mengatakan
tidak perladiatur dalam konstitusi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, menugaskan lembaga tinggi
negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan
menyebarluaskan pemahaman Haak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat. Adapun,
lembaga-lembaga tinggi itu adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Maahkamah Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung.
Sedangkan aparatur negara adalah seluruh aparat negara, yakni Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Militer. Merekalah yang mendapat tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan Hak Asasi
Manusia kepada masyarakat.!”

22
16 g\rdjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan
Keadilan dgFJPengabdian Hukum, Jakarta, 1994, him.93.
17 Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him. 2.
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Secara konkret untuk pertama sekali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak

Asasi Manusia sebagai lampiran ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 sebagai berikut :

1.

Hak untuk hidup :

a. Berhak untuk hidup

b. Mempertahankan hidup

c¢. Kehidupan

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan :

a. Membentuk keluarga

b. l‘elanjutkan keturunan melalui perkawinan

Hak mengembangkan diri :

a. Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang
secara layak

b. Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan
pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan

Hak keadilan :

a. Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang
adil

b. Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan
hukum

c. Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak

d. Berhak atas status kewarganegaraan

e. Berhak atas kesempatan yang sanpg untuk bekerja

f.  Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah

Hak kemerdekaan :

a. Berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama

dan kepercayaannya itu

Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani

Bebas gggmilih pendidikan dan pengajaran

Bebas bertempat tinggal di wilayah negara, berhak meninggalkannya dan

berhak untuk kembali

ak alas kebebasan informasi :

P I® 0 T

Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

Hak keamanan :

a. Berhak atas bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia

b. Berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Hak kesejahteraan :

a. Berhak hidup sejahtera lahir dan batin

b. Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

¢. Berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak
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Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian Hak
Asasi Manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wa]'imihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintaha dan setiap orang. Oleh karena
itu, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri
manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Merupakanugerah Tuhan Yang Maha
Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal

budi). Akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya.!8

Akan tetapi, sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang disebabkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif, atas dasar etnik, ras, warna
kulit, budaymbahasem, agama, golongan, jenis kelamin, status social, politik, keturunan dan
sebagainya. Pelanggaran ini terjadi baik secara horizontal (antar masyarakat) maupun vertical
(antar negara temdap rakyat) atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong pelanggarm Hak
Asasi Manusia yang berat (groes violation of human rights). Kewajiban dasar magysai (Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 1999), adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan vterlgjpana dan tegaknya Hak Asasi Manusia. Dalam
Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak tercantum adanya kewajiban
Dasar manusia, akan tetapi kewajiban dasar tersebut lahir dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999, yakin pada Bab IV Pasal 67 - Pasal 70. Adapun kewajiban dasar manusia itu

meliputi :

1. Wajib patu]u;ada peraturan perundang-undangan
Kewajiban ini berlaku bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Republik
Indonesia. Baik Waarga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing
(WNA) yang berada di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku.

2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Setiap setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menghormati Iak Asasi Manusia
Setiap orang (Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) wajib
menghormati Hak Asasi Manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun Hak Aai Manusia antara lain
seperti yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :
a. Hak untuk hidup
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
¢. Hak mengembangkan diri
d. Hak memperoleh keadilan
e. Hak atas kebebasan pribadi
f. Hak atas rasa aman
g. Hak atas kesejahteraan
h. Hak turut serta dalam pemerintahaan
i. Hak wanita

7
18 Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminilogi
Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, him. 74.
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j-  Hak anak

Moral atau etika adalah suatu konsep tentang baik atau buruknya tingkah laku
manusia di dalam masyarakat. Sedangkan tertib kehidupan bermasyarakat itu
diatur oleh hukum, moral, adat, dan agama/kepercayaan.

4. Menghormati Hak Asasi Orarnlain
Setiap Hak Asasi seseorang (Pasal 69 ayat (2)) menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi orang lain secara timbal balik.
Untuk itu tugas pemerintah menghormati, melindungi, menegakkan, dan
aemajukarmya.

5. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang
Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam menjalankan hak
dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetaapkan
oleh Undang-Undang. Ini dimaksudkan wuntuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis.
Harus dibedakan antara hukum yang berkeadilan dan hukum yang tidak adil.
Hukum yang adil wajib dipatuhi, tetapi hukum yang tidak adil haruss di protes
untuk diubah. Hukum dapat jadi alat untuk korupsi, memperkaya diri sendiri,

menindas, diskriminasi dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menganut beberapa
asas dasar salah satunya adalah Hak Perlindungan Individu (Pasal 4), Pasal ini memberikan
perlindungan terhadap individu berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kebebasan pribadi, hak beraagamemmk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan
hukum (equality before the law), hak untuk tidak dituntut atas dassar hukum retroactive (berlaku
surut) kecuali dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang digolongkan berat. Hak-hak ini
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk dalam keadaan perang, sengketa
bersenjata, dan atau keadaan darurat. Hak ini juga tidak dapat dijggrangi oleh siapapun juga,
baik negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat. Lalu, Hak memperolekalan Menuntut
Perlakuan yang sama (Pasal 5), setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu
berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat
kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang
adil dari pengadilan yang objekif dan tidak berpihak. Selanjulnya, adalah perlindungan
kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan, seperti : orang jompo, anak-
anak, f-a.kir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.”®

5

Setiap orang tanpa diskriminasi (Pasal 17) berhak memperoleh keadilan dan untuk
memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik
dalam perkara perdata, pidana, maupun administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mangacu kepada hukum acara yang menjamin

* Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminilogi
Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 74.
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pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk memperoleh

putusan yang adil dan benar. Dalam perkara pidana berlaku asas :

1.

Praduga tidak bersalah
Bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka
melakukan suatu tindak pidana dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya.
Nullum Delictum Siena Previa Lege Poenale

hwa tidak ada orang yang dapat dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana,
kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah sebelum
tindak pidana itu dilakukan.
Ketentuan yang lebih menguntungkan
Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku
ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
Mendapat bantuan hukum
Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat
penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Be bis Iﬁdem
Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama
atau suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Menurut Drs. CST. Kansil, jika kita meninjau isi dari masing-masing sila dari Pancasila
itu, maka akan nampaklah masing-massing silanya mengandung dan memuat hak-hak asasi
manusia, sebagai berikut :

1. Hak-hak asasi manusia menurut sila KetuhanagyYang Maha Esa
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menutut
keyakinannya masing-masing. Demikian sila ini dijamin kemerdekaan beragama
bagi setiap orang, dimana setiap orang bebas memilih dan menjalankan ajaran
agamanya masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan
kedudukannya terhadap negara.

2. Hak asasi manusia mealrut sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki
terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of man, dan human
rights serta human freedom. Tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak
boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara
melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sebagai sama-sama
makhluk Tuhan dan dengan demikian segala bangsa sama tinggi dan sama
rendahnya dan ini berarti pula adanya suatu pengakuan kemerdekaan bagi
segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialism.

3. Hak asasi manusia melu'ut sila Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang gpgengutamakan
kepentingan Bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai dan lain-lain. Ini

berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku dan partai-partai yang
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mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia,
dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan
yang satu dengan mengabaikan yang lainnya.

4. Hak asasi manusia menurut sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Negara
dibentuk oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu
disalurkan secara demokrasi melalui perwakilan, yang bagi bangsa adonesia
melaalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena kedaulatan di tangan
rakyat, maka MPR-RI sebagai penjelmaan dari kedulatan rakyat itu adalah
lembaga negara tertinggi.

5. Hak asasi manusia sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesggy
Keadilan social berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi
seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkgg adanya keadilan bagi
sesame anggota masyarakat (social). Keadilan yang dimaksud ialah keadilan
yang memberi perimbangan dimana hak milik berfungsi social. Ini berarti tiap-
tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang
terhormat, dalam arti tidak ada kepincangan dimana ada segolongan yang
hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap
orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan
jaminan hidup layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling
merugikan atau menindas, melainkan saling harga-menghargai dan bantu-
membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Penutup

Kesimpulan

Undang-Undang Mahakamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A khususnya untuk
Pembatasan Kasasi, Penerapam belum dilaksanakan secara konsekwen, Mahkamah Agung
sendiri belum ndc\kukcm sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Hak
Asasi Manusia. Fungsi pengadilan kasasi seharusnya dikembalikan pada khitahnya, yaitu untuk
menjaga kesatuan hukum. Kasasi adalah hak untuk tmikwa tetapi malah dibatasi oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004, padahal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28D dan Undang-Undang l‘mnor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
sudah menjelaskan bahwa semua orang berhak memperoleh keadilan dan mengajukan
permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, magygin
administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Asas
persamaan perlakuan di depan hukum (Equality Before the Law) juga diabaikan, karena adanya
pembatasan kasasi dalam tindak pidana ringan. Terdapat Inkonsistensi antara Undang-Undang
Hak Asasi Manusia yang mana keadilan dimuka umum harus sama (hak terdakwa dalam
melakukan upaya hukum kasasi) dengan Inkonsistensi pembatasan kasasi dalam tindak pidana
ringan, yaitu tidak taat asaggyang mempunyai bagian-bagian tidak sesuai, bertentangan, dan
tidak serasi. Pembatasan perkara dengan demikian menjadi suatu keharusan bila kita
menginginkan kembalinya kewibawaan pengadilan. Namun, untuk memastikan pembatasan
perkara dapat berjalan efektif tanpa melanggar hak warga Negara, maka diperlukan kajian
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mendalam untuk menentukan kriteria dan jenis perkara yang dapat berakhir di pengadilan
tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding. Dengan demikian, pelaksanaan
pembatasan kasasi penting artinya untuk mengembalikan fungsi Mahkamah Agung sebagai
penjaga konsistensi putusan pengadilan agar dalam perkara-perkara yang serupa dapat di putus
sama di tmkat kasasi dan melihat UUD 1945 dan UU HAM, agar hak pencari keadilan
terpenuhi. Karena apabila hakim-hakim Agung tersebut memutus perkara yang serupa diputus
berbeda ditingkat kasasi, hal ini berbahaya bagi perkembangan hukum, khususnya kepastian
hukum dan keadilan di Indonesia.

Saran

Bagi Pemintah, Pembatasan Kasasi dalam tindak pidana ringan atau hukuman dibawah
1 tahun yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 ayat (2)
seharusnya dikaji kembali, dikarenakagmPenghargaan akan hak-hak terdakwa sebagaimana
diakomodir dalam Pancasila sila Kedua, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang HAM
ketika unsur kesalahan tigc mampu dibuktikan. Terdakwa berhak untuk mendapatkan kepastian
hukum dan memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo. Pasal 95
ayat (1) KUHAP sehingga hak-haknya dipulihkan. Dengan adanya pembatasan kasasi dalam
tindak pidana ringan akan menghilangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi
Terdakwa yang berhak untuk memperoleh jaminan gantu kerugian dan pemulihan nama baik
berupa rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Karena didalam Pasal 244 sampai Pasal
258 KUHAP telah diatur bahwa terdakwa berhak mengajukan permohonan kasasi satu kali dan
kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
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